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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa ketentuan mengenai petunjuk teknis akses
informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis
mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan;

bahwa dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro,
mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih memberikan
rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan kepada
pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan untuk
lebih memberikan kemudahan administratif kepada
Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya, dan Entitas Lain dalam menyampaikan laporan
informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan,
serta untuk lebih memperjelas batasan saldo bagi
Rekening Keuangan Lama milik entitas yang
dikecualikan untuk dilaporkan dalam pelaksanaan

Perjanjian Internasional, perlu melakukan penyesuaian
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Mengingat

Menetapkan

terhadap ketentuan mengenai petunjuk teknis akses
informasi keuangan wuntuk kepentingan perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017
tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi

Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017
tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan
untuk Kepentingan Perpajakan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 771);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 771),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah dengan menambahkan 1 (satu)
ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6
(1) Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dan lembaga keuangan

nonpelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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ayat (2) wajib mendaftarkan diri pada Direktorat

Jenderal Pajak:

a. secara langsung;

b. secara elektronik melalui sistem administrasi
yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat
Jenderal Pajak; atau

c. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau
perusahaan jasa  kurir, dengan = bukti
pengiriman surat.

Terhadap lembaga keuangan pelapor dan lembaga

keuangan nonpelapor yang mendaftarkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

diberikan tanda terima pendaftaran.

Lembaga keuangan pelapor yang mendaftarkan diri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

melampirkan daftar jenis Rekening Keuangan yang
dikecualikan.

Jenis Rekening Keuangan yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan

Rekening Keuangan yang memenuhi kriteria

tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bagi:

a. lembaga keuangan pelapor, paling lama akhir
bulan kedua tahun kalender berikutnya setelah
tahun pada saat dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
dan

b. lembaga keuangan nonpelapor, paling lama
akhir bulan kedua tahun kalender berikutnya
setelah tahun pada saat dipenuhinya kriteria
sebagai lembaga keuangan nonpelapor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pendaftaran sebagai lembaga keuangan pelapor dan

lembaga  keuangan  nonpelapor sebagaimana



2017, No. 837

(7)

(8)

&)

dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh pimpinan LJK, LJK
Lainnya, dan/atau Entitas Lain atau kuasa
khusus yang ditunjuk oleh pimpinan LJK, LJK
Lainnya, dan/atau Entitas Lain; dan

b. menggunakan formulir pendaftaran sesuai
dengan format tercantum dalam Lampiran I
Huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dalam hal diperoleh data dan/atau informasi yang

menunjukkan:

a. kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dipenuhi; atau

b. LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain yang
mendaftarkan diri sebagai lembaga keuangan
nonpelapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) namun memenuhi kriteria sebagai lembaga
keuangan pelapor, Direktur Jenderal Pajak
secara jabatan dapat menetapkan LJK, LJK
Lainnya, dan/atau Entitas Lain sebagai
lembaga keuangan pelapor atau lembaga
keuangan nonpelapor.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan penetapan secara jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) bagi lembaga keuangan
pelapor tidak menunda kewajiban pelaporan
informasi keuangan dan pelaksanaan prosedur
identifikasi Rekening Keuangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pendaftaran diri bagi lembaga keuangan pelapor dan

lembaga  keuangan  nonpelapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak.
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2. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7

Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan laporan

yang berisi informasi keuangan untuk setiap
rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada:

a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa
Keuangan, bagi LJK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a; dan

b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf b atau Entitas Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.

Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

Rekening Keuangan yang dimiliki oleh:

a. satu atau lebih orang pribadi dan/atau entitas
yang wajib dilaporkan; atau

b. entitas nonkeuangan pasif, dalam hal satu atau
lebih pengendali entitas dimaksud merupakan
orang pribadi yang wajib dilaporkan.

Orang pribadi yang wajib dilaporkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) merupakan orang pribadi

yang Negara Domisilinya adalah Yurisdiksi Tujuan

Pelaporan.

Entitas yang wajib dilaporkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan entitas

yang Negara Domisilinya adalah Yurisdiksi Tujuan

Pelaporan, kecuali:

a. perusahaan yang sahamnya diperdagangkan
secara teratur di satu atau lebih bursa efek,
beserta entitas afiliasinya;

b. entitas pemerintah;

c. organisasi internasional;

d. bank sentral; atau



